
BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
N O M O R :  TAHUN 2021 

TENTANG 

MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 13 ayat ( 1 )  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko; 

b. bahwa dalam rangka sistem pengendalian intern yang 
aktif dan efisien dilingkungan Pemerintah Kolaka Utara 
maka perlu mengatur Manajemen Risiko Pengadaan 
Barang/ Jasa dalam bentuk Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko Pengadaan 
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara. 

Mengingat: 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak 
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten 
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
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Sulawesi Tenggnrn (Lrmbnrnn Negara Republik 
Indonesln Tnhun 2003 Nomor 1 4 4 ,  Tambahan 
Lembarnn Negara Rcpubl lk  Indonesia Nomor 4339) ;  

5 .  U n d n n g - U n d a n g  Nomor 1 T a h u n  2004 tentang 

Perbendahnrnn Negara (Lembnran Negara Republik 
I n d o n c s i n  T n h u n  2004 Nomor 5 ,  'Tambahan Lembaran 
Negurn R e p u b l i k  I n d o ne s i a  Nomor 4 3 5 5 ) ;  

6 ,  U n d n n - U n d u n g  Nomor 1 2  'Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentuknn Peraturan Perundang-undangan 
( Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambnhan Lembaran Negara Republik 
Indonesin Nomor 5 2 3 4 ) ;  

7 .  U n d a n g -Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahnn Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesin Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan 
Lembnran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5 ,  Nomor 58, Tambahan 
Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 .  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 7  Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6 0 1 8 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 92);  

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 92,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

1 2 .  Pcraturan Pcmcrintah Nomor 1 8  Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 9  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repub l ik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tam.bah.an 
Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 6322); 

1 4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 
2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolnan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 694); 

1 5 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2 0 1 5  tentang Pembentukan Produk H u k u m  Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 2 0  Tahun 2 0 1 8  tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  ten tang Pembentukan Produk 
H u k u m  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 8  Nomor 1 5 7 ) ;  

1 6 .  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 5  tentang 
E- Tendering; 

1 7 .  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2 0 1 2  tentang Unit Layanan Pengadaan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN 
BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KOLAKA UTARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

BAGIAN PERTAMA 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1 .  Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 
APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan 

2.  Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi, yang 
selanjutnya disebut K/L/Pemda/ 1  adalah instansi/ institusi yang 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 
4.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabu paten Kolaka Utara; 

Dip inda i  dengan CamScanner 



r 

- 4   

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dan 
DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

8.  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah; 

9.  Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian; 

1 0 .  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang dibeti kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

1 1.  Bagian Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ 
adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara adalah unit kerja di yang menjadi pusat 
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakter strategis, 
kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan 
perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam 
penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan 
barang/jasa di Indonesia; 

1 2 .  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ 
un tuk mengelola pemilihan Penyedia; 

13 .  Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing; 

1 4 .  Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme 
dalam Pengadaan Barang/ Jasa; 

15 .  Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan adalah kepanitian 
yang pembentukannya mengikuti ketentuan Pokja BPBJ dan 
bertugas untuk melaksanakan tugas perencanaan strategi pengadaan 
dengan mengolah Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari PA, dan 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Renlakpen) dari PPK menjadi 
Rencana Pemilihan Penyedia (RP Penyedia) yang disetujui bersama 
dengan PPK untuk menjamin terlaksananya strategi pengadaan; 

16 .  Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/ jasa yang 
tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat 
harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip 
pengadaan; 

17 .  Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP 
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas 
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ J asa; 

1 8 .  Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP 
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 
Pengadaan Barang/ Jasa; 

19 .  Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat 
RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 
20. Penyedia Barang/Jasa Pemetintah yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku U saha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan 
kontrak; 
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2 1 .  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 
Pengguna Barang; 

22 .  Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan; 

2 3 . J a sa  Konsultansi  adnlah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
ndanya olah pikir; 

24 .  Jasn Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus,  dan/atau keterampilan dalam suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan; 

25 .  Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan 
kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk 
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui 
penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta; 

26. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah; 

27 .  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK; 

28. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa selanjutnya disebut 
RenLakPen adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK meliputi 
spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS), dan rancangan kontrak yang telah terisi; 

29. Rencana Pemilihan Penyedia selanjutnya disingkat RPP Penyedia adalah 
dokumen hasil pengkajian dokumen RUP dan RenLakPen yang 
berisikan detail RPP Penyedia yang telah disepakati bersama antara 
Bagian Pengadaan Barang Jasa dan PPK, teknis pemaketan e 
tendering, persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, persyaratan 
administrasi, dan jadwal e-tendering yang ditanda-tangani PPK, Pokja 
dan perwakilan dari BPBJ untuk selanjutnya menjadi dasar dari 
Dokumen Pengadaan; 

30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; 

3 1 .  Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi; 

32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya 
dalamkeadaan tertentu; 

33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

34. Pengadaa.n Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemihihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan 
Penyedia. 
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36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia 
Barang/ J asa a tau pelaksana Swakelola; 

37. Pengadaan Barang/ Jasa melaJui Swakelola yang selanjutnya disebut 
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ 
Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau 
kelompok masyarakat; 

38. Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar 
adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan 
bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di 
bidang Pengadaan Barang/ Jasa; 

39. Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
dan/atau Sertifikasi Keahlian berbasis kompetensi yang 
selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian 
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif 
melalui asesmen/uji kompetensi yang mengacu kepada Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang Jasa (SKKNI 
PBJ) dan Standar Khusus ; 

40. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan 
dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang 
Pengadaan Barang/ Jasa; 

41. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan 
dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan-perundangan; yang mengatur 
mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

42. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi 
k.riteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

43. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; 

44. Pekerjaan Komp le ks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi 
tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain 
khusus dan/atau pekerjaan yang bemilai diatas Rp 100 .000 .000.000,00 
(seratus miliar rupiah); 

45. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah 
Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan 
teknologi infonnasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

46. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut 
LPSE adalah unit kerja K/L/D/1 yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik dengan mengelola Aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
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Elektronik (SPSE) guna memfasilitasi layanan pengadaan barang dan 
jasa; 

47. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE 
adalah Sistem Pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan 
barang dan jasa yang merupakan kesisteman meliputi aplikasi 
perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurementyang 
dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik, dan infrastruktumya ; 

48. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/ Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik 
dengan cara menyampaikan 1 ( satu) kali penawaran dalam waktu 
yang telah ditentukan; 

49. Katalog elektronik a tau E-Catalogue adalah sistem informasi 
elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang 
tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah; 

50 . Katalog elektronik Daerah atau E-Cata.logue Daerah adaJah 
system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis 
dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa 
Pemerintah pada lingkup layanan Daerah Kabupaten Kolaka Utara 
yang diselenggarakan dengan kerjasama Daerah Kabupaten Kolaka 
U tara dengan LKPP; 

5 1 .  E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 
katalog elektronik; 

52. E-Purchasing Daerah adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui 
sistem katalog elektronik pada lingkup layanan Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara yang diselenggarakan dengan kerjasama Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara dengan LKPP; 

53. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan 
Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
dalam jangka waktu tertentu; 

54. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa 
secara nasional yang dikelola oleh LKPP; 

55. Elektronik Audit yang selanjutnya disebut e-Audit adalah 
pelaksanaan pemeriksaan melalui sistem elektronik audit; 

56. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi pemerintah; 

57. Risiko Operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dari 
pelaksanaan operasional pedoman dan kegagalan dari pelaksanaan 
prosedur yang meliputi proses, sistem, personil, atau kejadian 
ekstemal pada aktivitas proses bisnis atau kesalahan dalam pengelolaan 
dan sis tern manajemen; 

58. Risiko Finansial atau risiko keuangan adalah risiko yang diakibatkan 
oleh kondisi pasar berdasarkan pada proses pergerakan negatif 
komponen- komponen pasar, seperti nilai tukar mata uang terhadap 
mata uang asing, tingkat suku bunga, nilai ekuitas pasar modal, dan 
nilai komoditas; 

59. Risiko kepatu han adalah risiko yang diakibatkan oleh keterlabatan, 
pelenggaran, atau ketidaksesuaian terhadap perjanjian, peraturan, dan 
perundangan yang berlaku, baik sifatnya berupa ekstemal dan/atau 
internal; 
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60. Manajemen risiko adalah proses yang pronktif dan kontinyu meliputi 
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, 
monitoring dan reviu vang dijalankan untuk mengelola risiko dan 
potensimva, 

6 I  Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 
brkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan 
u n t u k  mngelola risiko di  ins tansi ,  

62 Profil msiko adnalah penjelasnn ten tang total pnparan risiko yang 
dmvatnkan dengan tingkat risiko dan trennya; 

63 Profil risiko di lakukan pda tahap pengenalan risiko dan tahapan tindak 
lanut nsiko scsuni dengan selera risiko; 

64 Selera niko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil 
nstansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang 
dkehendakinya, 

65 .  Proses profil risiko pada tahap asesmen risiko menghasilkan tingkat 
nisiko pada misiko awal/ inherent risk; 

66. Proses profil risiko pada tahap tindak lanjut risiko menghasilkan tingkat 
nsiko pada risiko tersisa/ residual risk; 

67 .Re tcns i  nsiko adalah kcputusan untuk menerima dan menyerap suatu 
nsiko; 

68. Risiko residual atau risiko sisa adalah risiko yang tersisa setelah 
tindakan pengendalian risiko dilaksanakan, pengendalian risiko sisa 
dilaksanakan hingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima 
berdasarkan selera risiko yang telah ditetapkan; 

69. Risiko turunan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dan/atau 
tidak adanya pengendalian risiko secara internal. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

1 .  Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi 
pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk 
pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen 
nisiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen 
risiko dalarn lingkup Pengadaan Barang dan Jasa; 

2.  Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. secara terintegrasi dalam aktifitas organisasi dapat mengantisipasi 

dan menangani segala bentuk risiko dalam lingkup Pengadaan 
Barang dan Jasa secara efektif dan efisien; 

b. secara terstruktur dan komprehensif dapat mengidentifikasi, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam 
lingkup Pengadaan Barang dan Jasa serta memantau aktivitas 
pengendalian risiko; 

c. memastikan terdapatnya kerangka pikir pedoman pengelolaan 
risiko yang dapat dikostumasi sesuai kebutuhan secara 
proporsional pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara, sehingga dapat dilaksanakannya pengelolaan risiko 
yang spesifik, terukur,  dapat dicapai, realistis, relevan, dan memiliki 
ukuran waktu yang jelas yang terkait dengan pencapaian sasaran 
organisasi; 
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d.  agar dapat menghasilkan praktek pengelolaan risiko yang terkelola 
dan terdokumentasikan dan menjadi sarana pemahaman masalah 
secara inklusif oleh pihak-pihak terkait yang memiliki keragaman 
pengetahuan, sudut pandang, dan persepsi yang relevan untuk 
dipertimbangkan. 

e. bertujuan untuk memastikan terciptanya dokumen kebija.kan 
pengelolaan risiko yang dibuat secara berkala dan terdokumentasi, 
sehingga secara akuntabel risiko dapat dikelola dan diketahui 
sejauh mana capaian perkembangan yang telah terlaksana 
untuk menyikapi risiko baru yang muncul, berubah, hilang 
seiring dengan perubahan kontekstual internal dan ekstemal 
terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 

f. pengelolaan risiko terdokumentasi yang dilaksanakan berpedoman 
dengan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan 
perbaikan berkelanjutan, tennasuk didalamnya mengantisipasi, 
mendeteksi, menyadari dan merespon pada peru bahan dinamis 
secara tepat dan akurat; 

g. memastikan terdokumentasikannya dan mendorong kewajiban 
untuk menyediakan informasi terkait risiko pengadaan barang/ 
jasa dan proses-proses terkait, baik berupa informasi di masa lalu, 
informasi pada permasalahan yang sedang dihadapi, hingga 
kemungkinan kejadian di masa mendatang guna memberikan 
dukungan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan 
untuk menghadapi keterbatasan dan ketidakpastian dalam proses 
pengambilan keputusan; 

h. menetapkan pedoman perilaku dan budaya dalam aspek 
pengelolaan risiko secara normatif untuk keseluruhan lini aspek 
pengelola risiko pada organisasi pengadaan barang/ jasa 
pemerintah; 

i . memastikan kelangsungan pengelolaan risiko yang 
mendukungperbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran dan 
pengalaman. 

Bagian ketiga 

Prisip penerapan manajemen risiko 

Pasal3 

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip : 
a. ketaatan dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan; 
b. melaksanakan pendekatan terstruktur dan komprehensif yang 

berkontribusi terhadap hasil capaian yang konsisten dan dapat 
dibandingkan dari waktu ke waktu (berorientasi jangka panjang); 

c .  penyesuaian secara kontekstual dan proporsional terhadap sasaran; 

d.  mempert.imbangkan masukan informasi secara inklusif: 
, 

e. dinamis; 
f. memastikan ketersediaan informasi: , 
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g. memperhatikan perilaku dan budaya sumber daya manusia pada 

tiap tingkatan:; 

h. peningkatan dan perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran 

dan pengalaman; dan 
i. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. 

Bagian Keempat 

Penyelenggara Manajemen Risiko 

Pasal 4 

( 1 )  Setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan 
manajemen risiko, khususnya terkait pada proses pengadaan 
barang/ jasa dan pelaksanaan kegiatan; 

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi 
tingkat Perangkat Daerah Kabupaten, tingkat kegiatan, dan pada 
proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

(3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perangkat Daerah 
Kabupaten dikoordinasikan oleh PA; 

(4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat proses Pengadaan 
Barang/Jasa dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan 
barang/jasa, meliputi: 
a. Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat 

Perencanaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA 
dan/ atau KPA dan dapat dibantu oleh PPK; 

b. Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat 
Persiapan dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, 
Pejabat Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja Pemilihan Pada 
Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing lingkup 
tugas, fungsi, dan kewenangannya; 

c. Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat 
Pelaksanaan dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, 
Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan pada masing-masing lingkup tugas, fungsi, dan 
kewenangannya; 

Bagian Kelima 

Penyelenggara Manajemen Risiko 
Pengadaan Barang/ J asa Daerah 

Pasal 5 

( 1 )  Setiap Pejabat dalam organisasi pengadaan wajib 
menyelenggarakan manajemen risiko pengadaan barang jasa 

pemerintah; 

(2) Manajemen risiko pengadaan barang jasa pemerintah ayat ( 1 )  
meliputi tingkat Perangkat Daerah Kabupaten, Pejabat Pengadaan, 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), PPHP, PjPHP, LPSE 
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dan lainnya yang terlibat pada masing-masing tingkat kegiatan 
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

(3) Penyelenggara manajemen risiko pada l ingkup Pengadaan Barang 
dan Jasa adalah masing-masing pihak pimpinan selaku pada 
tingkatannya sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen dan Pejabat Pengadaan/ 
kelompok kerja Pemilihan; 

(4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat perangkat Daerah 
Kabupaten dikoordinasikan oleh PA; 

(5) Penyelenggara manajemen risiko dalam Perangkat Daerah 
Kabupaten pada tingkat paket pekerjaan Pengadaan Barang dan 
Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

BAB II 

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

Pasal6 

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah 
Kabupaten lingkup Pengadaan Barang dan Jasa dan risiko yang 
dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan 
manajemen risiko meliputi: 
a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang 

mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian 
tujuan dan sasaran lingkup Pengadaan Barang dan Jasayang telah 
ditetapkan; 

b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya 
manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur 
lingkup Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. mengintegrasikan manajemen risiko lingkup Pengadaan Barang 
dan Jasa dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang 
telah ditetapkan; dan; 

d .  melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan 
pada saat pelaksanaan, pertanggung jawaban, atau untuk bahan 
perencanaan berikutnya pada lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. 

Pasal 7 

I )  Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal (6) huruf (a), meliputi : 
a .  upaya penilaian dan mengendalikan risiko pengadaan barang 

dan jasa pemerintah yang membawa konsekuensi negatif 
terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah Kabupaten dan 
sasaran kegiatan; dan 

b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan 
terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur 
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untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat 
toleransi risiko yang telah ditetapkan. 

2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  dilakukan penanganan risiko pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. 

Pasal 8 

1 )  Kriteria risiko pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang 
diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit 
meliputi hal: 

a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi atau tidak melebihi pada 
level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi 
dan selera risiko pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah 
Kabupaten yang telah ditetapkan; 

b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi 

dan/atau kontrak; dan 
c. Perangkat Daerah Kabupaten dapat memastikan dengan tingkat 

keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjacli kegagalan pengadaan 
barang dan jasa pada pegawai, proses, dan sistem yang ada. 

2) Kriteria risiko pengadaan barang dan jasa yang ditransfer 
sebagaimana climaksud dalam Pasal (7) ayat (2) paling sedikit meliputi 
h al :  
a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan 

risiko Perangkat Daerah Kabupaten; dan 
b. perangkat Daerah Kabupaten tidak memiliki sumber daya yang 

memadai untuk membiayai konsekuensi risiko pengadaan barang 
dan jasa yang diperkirakan. 

Pasal9 

1 )  Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko pengadaan barang 
dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat ( 1 )  huruf (b), setiap 
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kolaka Utara harus menyiapkan kompetensi instansi. 

2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi: 
a. sumber daya manusia; 

b. infrastruktur; dan 
c. standar operasional prosedur. 

Pasal 10 

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalarn proses kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan. 
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BAB III 

PROSES MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 1 1  

( 1 )  Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan 
efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, 

sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan. 
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  adalah 

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinera 

utama. 

Pasal 12 

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang 

meliputi: 

a. penetapan tujuan; 
b. identifikasi risiko; 
c. analisis risiko; 
d. evaluasi risiko; 

e. penanganan risiko; dan 

f. pemantauan dan reviu. 

Pasal 1 3  

( 1 )  Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( I 2 )  huruf (a) ,  

diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Dacrah Kabupaten 

dan sasaran kegiatan. 
(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l )  harus mempertimbangkan: 

a. lingkungan internal dan ekstemal, 

b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten; dan 

c. pihak yang berkepentingan 

Pasal 1 4  

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 1 2 )  huruf (b), 

dilakukan dengan mengidentifikasi nisiko Perangkat Daerah Kabupaten 

dan risiko lingkup Pengadaan Barang/ Jasa dengan tahapan meliputi: 

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses tenadinya penstiwa 

risiko yang dapat menghalang. menurunkan, atau menunda 
tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kabupaten dan sasaran 
kegiatan; dan 

b. mendokumentasikan proses identifkasi risiko dalam sebuah daftar 
risiko. 
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g. untuk kejadian dengan frekuensi anta.ra l ima belas k a l i  dalam 
setnhun; 

(8) Dampak terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf bterbagi atas kategori dan memiliki nilai sebagai berikut: 

a .  tidak signifikan dengan nilai sebesar I (satu) ;  
b. rendah dengan nilai sebesar 2 (dua) ;  

c .  sedang dengan nilai sebesar 3 (tiga); 

d .  tinggi dengan nilai scbcsar 4 (cmpat); 
e.  sangat berisiko dengan nilai sebesar 5 (l ima); 

(9) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan 
dengan perkalian antara nilai kemungkinan terjadinya resiko 
scbagaimana discbutkan pada ayat (7) :  

( 10 )  Tngkat nsiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandai warna, 
sebagai berikut: 
a. risiko rendah dengan warna putih dengan nilai Tingkat Risiko 

antara O (nol) hingga kurang dari 2 (dua) ; 
b. risiko rendah dengan warna hijau dengan nilai Tingkat Risiko 

antara 2 (nol) hingga kurang dari 7 (tujuh); 
c .  risiko sedang dengan wama kuning Tingkat Risiko antara 7 

(tujuh) hingga kurang dari 1 5  (lima belas); dan 
d .  risiko sangat tinggi dengan warna merah Tingkat Risiko diatas 

1 5  (lima belas). 

Pasal 16 

( 1 )  Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 15)  ayat 
( 1 )  menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis 
risiko. (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

berisi : 
a. identifikasi akar permasalahan; 
b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan 

c.  masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih 

berbagai b. pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot 
biaya dan manfaat, peluang dan ancaman. 

Pasa.l 17 

( 1 )  Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 1 2 )  huruf (d), 

dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu 

tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas 

penanganannya. 

(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  meliputi kegiatan : 
a .  menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan 

evaluasi risiko, risiko ini dikenali sebagai risiko awal atau 
disebut juga sebagai inherent risk; dan 

b. risiko awal atau inherent risk adalah risiko awal atau risiko 
bawaan sebelum diterapkan tindak lanjut/ evaluasi risiko. 

c .  Inelakukan evaluasi risiko secru berkala. 
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(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan; 
b. prioritas penanganan risiko; dan 
c. besarnya dampak penanganan risiko. 

Pasal 18  

(  1 )  Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 1 7) 
ayat ( 1 )  menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil 
evaluasi risiko. 

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berisi 
urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani. 

Pasal 19 

( 1 )  Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 1 2 )  huruf 
(e), dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan 
risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko. 

(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dilakukan dengan menentukanjenis pilihan penanganan 
risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. 

(3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  fokus 
pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala 
permasalahan. 

( 4) Tindakan penanganan risiko dalam penyelesaian 
permasalahan disesuaikan dengan lingku p kerja dan peran dalarn 
pengadaan barang; dan jasa sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan dan telah diatur dalam peraturan perundangan 
undangan yang berlaku. 

(5) Tindakan penanganan risiko utama dan/atau tindakan penanganan 
risiko tambahan mempertimbangkan adanya kemungkinan risiko 

tersisa/ residual risk. 
(6) Tindakan Penanganan risiko yang dapat dilaksanakan secara garis 

besar sebagaimana disebutkan dalam pasal (7) ayat (2) 
adalah tindakan pengendalian yang memiliki kategori pengendalian 
secara garis besar terkategorikan sebagai berikut: 

a . Menghindari (avoid) merupakan tindakan pengendalian risiko 

dengan tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih aktivitas 

lain dengan keluaran yang sama untuk menghindar terjadinya 
risiko. 

b . Pengendalian (controij) atau Mitigasi (mitigate) merupakan 

tindakan pengendalian risiko dengan mengurangi darnpak 
maupun kemungkinan terjadinya risiko melalui enerapkan 

suatu sistem kerja, kebijakan, dan/atau peraturan. 
c .  Pengalihan itransfen merupakan tindakan pengendalian risiko 

dengan mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung- jawab 
pelaksanaan proses diluar dari pemilik risiko asal (pihak ketiga). 
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d. Diterima (accep) merupakan risiko yang dapat 
diterima/diputuskan untuk diretensi sehingga tidak ada 
tindakan yang dilakukan karena manajemen menilai bahwa hal 
tersebut tidak menimbulkan masalah dikarenakan tidak 
melampaui selera risiko yang telah ditetapkan. 

Pasal 20 

( 1 )  Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1 2 )  
huruf (f) ,  dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen 
risiko telah dilaksanakan sesuai rencana. 

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  meliputi : 
a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko 

pengadaan barang dan jasa dengan cara membandingkan antara 
kinerja aktual pengadaan barang dan jasa dengan kinerja pengadaan 
barang dan jasa yang diharapkan; 

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses 
penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap 
sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko 
masih selaras dengan peru bahan di dalam lingkungan kerja; 

c .  hasil pengendalian ru tin pelaksanaan penanganan risiko 
danpemantauan efektifitas memberikan kondisi sesudah 
pengendalian, dan sebagai hasil pelaksanaan pengendalian akan 
muncul tingkat risiko setelah pengendalian atau disebut risiko 
tersisa / residual risk. 

d. Pemantauan dan reviu yang menghasilkan tindakan 
pengendalian risiko dalam lingkup pengadaan barang dan 
jasa pemerintah dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan 
perundangan yang berlaku. 

e. pemantauan dan reviu dilakukan dan dilaporkan secara berkala. 

Pasal 2 1  

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat 
( 1 )  menghasilkan keluaran (outpu) dalam bentuk laporan hasil monitoring 

dan reviu. 

BABIV 

EVALUASIDANPELAPORAN 

Pasal22 

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh 
Inspektorat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa secara berkala 
atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi 
manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya. 
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nnnl 23 

( I )  Setiap Perangkat Dnerah Kabupaten wnjtb membunt lnporn penernpnn 
manajemen r is iko l ingkup Penn«dnnn Hnrnn dun J n ,  

(2)  Laporan penerapan manajemen r i s i k o  l i n k u p  P e n n « d n n n  Baran dar 
Jasa wbagaimana dimaknud pada ayat ( I )  terdir i  n tan ;  
a .  laporan ident ifikasi  risiko dan nnal is in  risiko l i nkup Pendaan 

Barang dan J a na ,  d a n  
b. laporan rencana penanganan dan rencnn pemantaunn penananan 

risiko l ingkup Pengadann Harang dan J a na .  

Pasal 24 

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
(23) ayat (2) disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

Pasal 25 

( l )  Laporan Penerapan manajemen risiko pengadaan barang dan 
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) sckurang-kurangnya 
berisikan bagian-bagian sebagai berikut: 
a .  Periode waktu laporan; 
b. Latar Belakang; 
c. Tujuan; 
d .  Definisi; 
e. Ruang Lingkup; 
f. Prinsip Dasar dan Penetapan Selera Risiko; 
g. Identifikasi Risiko; 
h .  Perencanaan Pengelolaan Risiko; 

i .  Implementasi Pengelolaan Risiko; 
J .  Perbaikan Berkelanjutan; 
k. Pihak terkait pemegang risiko dan upaya komunikasi dan 

konsultasi; danl. Resume Tabel Identifikasi Risiko. 
(2) Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan dengan monitoring pengendalian 

risiko sccara berkala yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan 
(progress) status. 

(3) Resume ta be l  identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal (24) 
ayat ( 1 )  huruf (k) adalah mengacu pada kejadian yang telah dinarasikan 
pada hurufa,  b, c,  d ,  e, f,g, h, I , j ,  dan k yang selanjutnya dituangkan 
dalam Format dan Tabel Identiflkasi Risiko; 
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BA V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Desknpsi analisis terhadap tingkat risiko (Profil Risiko), Visual isasi matrik 
tngkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, Format dan Tabel 
Identifikasi dan Analisis Risiko untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 
dan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum sebagai lampiran dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

PARAF KOORDINASi 

NO UNIT/ +SAT'MAN KERJA A F  

1  Sctcdo  

Ditetapkan di Lasusua 
pada tanggal oS anuatr2021 

BUPATI7ARA 
H. �RAHMAN UMAR 

Diundangkan di Lasusua 
Pada Tanggal oS anuari 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR X .  
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I AMPIR AN L 
NONOR 
TE NTANG 

PERATURAN BUPATI KOL AKA UTARA 
T A H U N  2 0 2 1  

MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA 
DIt INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KOL AA UTARA 

DESRIPS! ANAL ISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO) 

NIU AI PROBABILITAS / NILA DESKRlPSI 
KEMU'NGKINAN 
tl FUH-1OD) 

Hamp Pasti Terjadi Nilai = 4 (empat) Terjadi lebih dari 1 5  
(Almost Certain) (l ima belas) kali 

dalam setahun 
Sering Tenadi (Likely) Nilai = 3 (tiga) Terjadi hingga I5  

(lima belas) kali 
dalam setahun 

Jarang Terjadi (Possible) Nilai = 2 (dua) Terjadi hingga 6 
(enam) kali dalam 
setahun 

Rampir Tidak Pernah Nilai = 1 (satu) Terjadi hingga 2 
Terjadi(Unlikely) (dua) kali dalam 

setahun 

N I L.A l  SKALA REPUTASI OPERAS I ON AL KINERJA 

TING KAT 
DAM PAK 
(LEVEL 

DAMP.AK) 

Sangat Nilai= Kemunduran I Menimbulkan Menimbulkan 
Berdampak 5 hilang nya kegagalan penundaan 

(Extreme (lima) kepercayaan 75% Proses aktifitas 
Impact) I pemangku operasional (proses tidak 

Sangat Berat kepentingan organisasi dapat 
( stakeholders) atau dijalankan 

Terhadap berdampak lebih dari 2 
organisasi pada seluruh (dua) bulan 

terkait secara organisasi 

Total pengadaan 
barang/jasa 

Dampak Nilai = Pemberitaan Menimbulkan Menimbulkan 

Tinggi (High 4 negatifyang gangguan penundaan 

Impact) / (empat) menurunkan antara 50% aktifitas 

Berat kepercayaan 75% proses (proses tidak 

pemangku operasional dapat 

kepentingan organisasi dijalankan 

( stakeholders) atau maksimum 

Terhadap berdampak selama 2 

organisasi terbatas pada (dua) bulan 

dua unit 
pelaku 
operasional 

antara 
organisasi 
pengadaan 

1. % 
%. 

-,·� 
barang/jasa 

.. 

Dip inda i  dengan CamScanner 



Dampak Nllal = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan 
Sedang 3 (uga) Pemberltaan gangguan penundaan 
(Medium ncgatlf yang antar 25% aktlfltas 
Impact) dapat 50% proses (proses tldak 

mempengaruhi operaslonal dapat 
kinerja atau organisasl dljalankan 
kebljakan atau makslmum 
organlsasi berdampak sclama 2 
terkait terbatas pada (dua) minggu 

satu pelaku 
operaslonal 
organisasl 
pengadaan 
barang/Jasa 

Dampak Nilai = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan 
Rendah (Low 2 (dua) Pemberitaan gangguan pcnundaan 
Impact) / negatif yang antara 10% aktlfltas 
Ringan sedikit 25% proscs (proscs tidak 

mcmpengaruhi operasional dapat 
kinerja atau organisasi dijalankan 
kcbljakan atau makslmum 
organisasi berdampak sclama 5 
terkait terbatas pada (Lima) hari 

satu pclaku 
operasional 
organisasl 
pengadaan 
barang/jasa 

Tidak Nilai = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan 
Signiflkan 1 Pemberitaan gangguan kecl penundaan 
(Insignificant) (satu) ncgatif namun pada fungsi aktifitas 

tidak dapat sistem (proses tidak 
mempengaruhi terhadap dapat 
kinerja atau proses kerja dijalankan 
kebijakan namun tidak maksimum 
organisasi signiflkan sclama 2 
yang (dua) hari 
mengakibatkan 
penurunan 
kepercayaan 
terhadap 
onanisasi 

STATUS RISIKO KETERANGAN 
Sangat Tinggi (Extreme Risk) • Jika nilai Probabilitas dikalikan 

nilai Dampak lebih besar sama 
dengan 15; 

• Risiko tidak dapat ditcrima 
dengan mitigasi prioritas tinggi. 

Resiko Tinggi (High Risk) • Jika nilai Probabilitas dikalikan 
nilai Dampak antana 7 sampai 
dengan 14.99; 
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. 

• Reiko t i r l a k  d i trr i rnn  t d r n gn n  

l'ts!pr!Ma mwnengh. 
Reita Se«dang ( M e d i u m  Risk] • ikn n t l a i  Pro babi l i tns  d i k n h i k a n  

n l l a j  D n m p a k  a n t a r n  d i n t a s  
nngkn ! tnu swrara dcnan 
2 .00 1  ampi t lengnn 6.9, 

• Risiku t d a p n t  d i t w r i m n  dengn 
pemantnunn ,  

Reiko rid.i @a ii«i I, • iii +rot»tins @iai inn 
ilat  D m n p n k  lebih kecil a m  

degan 2 .  

•  Riaiko d n p a t  di ter im t a n p n  
prrlu pruntouan._ 

I I .  V I S U A L I S A S I  MATRIK T I N G KA T  DAMPAK D A N  K E M U N G K I N A N  
TERIADINYA RISIKO 

DAMAK 

2 3 4 5 
MAT RIK ANALISIS 

Tcdak 
Damp Damnpa 

Dampa Sant RISIO 4 X 5 k k 
Signifik Renda Sedan k Berdamp 

nn l Tingg ak 

4 Hampir Pasti 
Tcrjadi 
(Ahost 

z 
Certain) 

" 
3 Sering 

z Terjadi 
z 
v (Likely) 
z 2 Jarang 
2 

3 
Terjadi 

L) (Possible) 
.4 

H a m p i r  Tidak 
Pemah 

Terjadi/Unlike 
lu) 

A 

INTEPRETAS HASIL PERKALIAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK 

(STATUS RISIKO) 
NO 

DESKRIPSI STATUS 
RISIKO WARNA LEVEL 

LEVEL 
D I M U LAI  

DARI 
STATUS 
RISIKO 

4 

3 
2 

1 5  
7  
3  
2  
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TINDAKAN PENGENDALIAN TAS STATUS RISIKO 

NILAI RISIKO 
DASAR 

I  l l  1  

4  Risiko Rendah 

TINDAKAN YANG D[PRLUKAN 

7le rtun sari vinaiksn prrbaikan yang 

t w r u k u r .  S l a t e m  yang t e l n h  n l u  tc tnp 
l i l n j u t k n n ,  nnmun  rcncnnn indukan 
p r b n t k a  juga pwrlu ctr\pl"" 
D i l u t u h l  t indakn perhaiknn dnn 
wncnn prngcmbanan swlnJutnya perlu 
d i e v u l t t s i  ccra I w r k l a ,  
erlu d innal ls is npnkh mnoih pcrlu 
l l a k u k a n  t indakan prrbaikan a t a u  

orgnnisnsi mclukuknn prncrimann/rctcnsi 
terhaday rcsiko yang te rjadi .  

Perlu dianalisis apnkah mnsil pcrlu 
li lakukan tlnduknn perbalkn, numun 
kcmungkinan bcsar organisasi akan 
melakukan penerimaan/retensi tcrhadap 
resiko yang terjadi. 

Dip inda i  dengan CamScanner 



$ 
N d 

z 

- 0 

5 ± 7 

� 
5 . =  

F -  D  

3   
E  +  

z  2l  
TT  

"'  
y.  z  

"r  �  
g  . 5  z  

V>  

= £  z  
•  z  

5  
zl z  5 5l g  
->  •  :  
;lo:  0  

>  
z 2 ¥  

f  
@  >  --  ?  

5  
° ;  

= z ?  
5  > z  

s =  ;,, "Ii  
c  

-0  

2  
5 ± i 5  

§  ? %  x  5  >  
o >  z  

5 >  
z  

"'O  

  = z  5 5  
=l s  
l e  z i g 3  

5 o z  z  
z  s ?  

z  

$ .  
...  @ 5  

7°  

�  
0  

E  ;  z  
G  

¥  l  

2  5  
...  V,  >  -  

[ :  e  i S  
O %  �  

5  
z  

0  L  

z  5  
....  

z 
0  �  

O i;j  �  

...  + £  9  

c  

o  

2  d 5  

9  {  
5  
z  

;  s  3 2  
5e  .2  

2 5  
-0  
0  

...  8  
e  

E  
V>  
t  

5  
E >  
z 3  

E  

"  11!!  

-  

; :  
5 5  

4  

t  

;  
7  

5  
('Tl  

%  
�  
z  

3  
z  

�  
r  
g  

7  

�  
VI  

7  
C  

&  
5  

>  

i  =-  
5  

•  
:  

d  

5  �  5  

'  
z  

5  
"'O  

>  5  
4  

•  
3  
>  
r  

ir.  c  �  >  

z  ¢  
·� 7 
5 o 
0 

> -0 

t 

< z 

5 
? 
z 

c 

> 
5 
o 

� 
> 

i1 
o 

s 
� 
o 

5 
D 

2 

5 
% 

: 
o 

5 

Dip inda i  dengan CamScanner 



Dip inda i  dengan CamScanner 



% 

i 

% 
.... - r-  

z  

  
0  

...,  : 5  
(/)  �  r  
cr.  

t s r  5 z  
f  

z °  --  C  

2  # ?  [  

z "  
(/)  

z i t  
5  

'h 5 
J • z 

7 (/) 

7 
U 0 

'6 # 4 ,  "w  

g  
0  

0  >  

3  5 5 5 5  
z  a  [=  
O  77  

., S 
; 5? 

€ ' 22  
3 °  
5  

.,,  

•  z  

�  5 £ i  
z g 3 ?  f  

6 ?  
#  
u  

a  

r  @ii# 
c 

" 3 ? 5 5 5  
  

z  
r  

=% .-= 

g 5 
R 

z z  
0  

C  5  e  � �  %lg 
3 � z 2  $  

5  = g  a  
O  .%  5 5  

0J  
5I E  

z  ?  
7  5R  

r.  + ;  0  .,..  
R  a  f  

0  %  

-0  

L,  

+ 
5  

[  

E  

z  
I  

± :  9  

5  
<  

I  

~ 
k  a 8  

o  

7  

2  8  
e  z  

A  
(/)  

3  

£  £ 5  
-  

2  

z 5  
5  E  
:::::  -I  

5 =  
±  r  
)  t  

- 5  

3  
¢  
£  
c:;  

?  
?  
2  
!....  
'4 

7 
::0 

en 

5 7 
o 

'± .,, 

= & 5 
7 > 

3 z 
0 

z z 
N 

5 
c:, 
> 

? 0 

3 z 
? 

.,, 

tr! 

0 
'4 

> 57 

# z 
4 

7 
0 c 

U 

i • z 
a 

> < 
o 

> 
2 er. 

> 
c:o 

> 

5 
c 
> 
tr. 

> 

3 
0 � 
-I 
Cil 

> 
0 

5 
e � 
0 

& 

2 
a 

� 
e 

5 
(/) 

> 

? 
± 

Dip inda i  dengan CamScanner 



Z Z Z Z Z L 5  
7:  7:  :,:  :  •  7  z  0  o  o  0  0  0  

o  0  

3  
0  0  

S  
0  6  5  0  5  5  6  $  5  5  3  3  E  s  3  2  z  3  5  

,  ,-  ,-.,  ,.....  ,-.  �  .-.  

5  
5 E 53 E E  

C l  

'  
E   

Dip inda i  dengan CamScanner 



i 

4 e 7 
z  � £ 
? 

a 

• 
; 

3 s 
3 ¢ 

� 
% 

z ., 
; ; 

z 

5 L 

» � 
? � � 
:J � 

z 
>.j 

- � 
% .,::; 

, 

5 
JD 

$ 
; 

- % 
% 
.._ 

 

� 
-- = ... 

z ...... 

% 

., 

� 
a 

> 
f 

"- > 
I' 

% ¢ 
; 

z 
£ 
t 

ls 
Z: 

» .. 
f 

< ? ; 

" y 

5 z 5  
¢  

>  

-  ?   ,_  

¢   

;  5  
;  5  

3  5 5 °  = 5  
=  is  

£  �  
.;  

-  

5 ;   
<lz2 

+ 7  �  0  

  
·  /  L   

5l  
4  d  

= . H :  
gzl% 

.... ? i z  
%  a  

?  

z : 5  
L  

j  

'-  

�  �  :,  

he  
.,  

5  
5  

z z   ,..  -  

; =  

-  :  
I  

?  
._  

¢  
I  

-l 5 £ 
l i  E  F  
-I 5 Z  

:  
,...  �  
z  

I.  �  

...  �  
7 5  

5 :  
- 2  ?' C  

  

$ 5  

z Z  
r ±  
r  
- %  z  

�  
+  ?  

  £  

E  
�  
..  ►  �  
ad  

z  

z  
;  

.:,  

¢  

5  

;  

%  
5  
£  

£  ;  
z  

i  ?  
?;  

5  �  ;  

5  
;J  R  
c   

$ ?  
> €  
- ?  
;  

3 i  ,  

.  
: £  

i ?  
%  
e  

;  
;  

7  
e  

;  
;  

;  
!  
'j  

�  
;  
>  

Dip inda i  dengan CamScanner 



Dip inda i  dengan CamScanner 



4 2! 

~ > 
+J 
..., 

• % 
:,.. 

% 
 4 

5 
0 

► -I 

¢ 
5 

B 

3 5 
s }  
5 .  
> '  
%  
8  

;  
5  3  

i  

3  

£  

r  
$4 

- 

-- 
% 

s 3 :  . 5  
-  -  -  

2  
± ?  
Z% 
L 

 hz $ 
-.., 

z 5  ;  

.,,.  ±  
3 ,  M  

5  2 4 2  
Z  

5  
5  5  

0  

o  

Le  e  Z  

�  €  7 E  
; =l  

7-  
0  

2  

9  
z ? 2 [  

4 5 5  
2 4  

l  
z 3  

ye  : 7 5  
y  
r,,  

- . ~ =  
>  

?  
5~2 

° E ?  
%  

...,  

e a  2 .  
=  ± r  
5 z  

F i : z  
?  

�  

5  
La  5 2z  
�  2 5  

z.  5  %  
:?.  
0  

g  E %  ?  
5  < z  zl ;  3  

•  53[ ;  
,  z 5  5l °  
5  £ 3 5  2l  

0 �  E[  
l  

7.  �  

± z 5  
V,  

e  
$,'!  

5  ± 5 %  
0  

° z  

...,  

La  ;  

�  ;  
�  

y  

7  

e  i5 5 
± +  

;  
z  

l  - 2  
5  ' 5  - 2  

3  
.....  

8  
5  

�  

.....  

i t  ?  

z  

3  
5  
f  

....  

»  

5  

�  
';'  

  :  
c  

�  
5  ;  

=  %  5  
;  ;  
3  5  

%  
0  

z  
c  

¢  
>  

�  ?  
5  •  of  

7  

:  o  

7  
,;;  
0  £  e  

;  d  

c  £  6  

5  ;  
IP  ?  

5 ;  t  
z 5  

G  
>  
v  

5  
I  

!  
z  

�  
•  ...,  

5  
!  

•  Z  
c  

z  
M  

?  
8  
71  ,  

-I  

Dip inda i  dengan CamScanner 



; 

Dip inda i  dengan CamScanner 



. ., -0 
at e  

z  
4  5  2  

E  

%  E  
r:  

'  
z  

£  z  

i  ?;;  

i  
•  
?;;  
8  
>  
.,,  

�  
z  
r  

  5  

Dip inda i  dengan CamScanner 



g : { 5 ! : ;  ;  I i i  5 5 3 i s 5  
.  

2 2 5 5  
F F 5 F E  

t,..;  _ s    

Dip inda i  dengan CamScanner 



- 
9 4 4 d 

·' 
£ 
..J 

tr.: ; 
� �  

-  -  •  4.  -  -� - 

, %  
'!fl % 

% °  
4  

% ..... 
: ;  �  % z  

r ;  f  �  t '»  

%  

�  
z  

'l'  5  �  z !  7  

5  z  
/  
:.,  

5  
4  z  
± '  4  ; °  

0  

{ z  
e  �  

E  »    >  

 0  

z 1  
±.  

E  5  > =  
z  

· %  2 . 5  

�  5 z ?  
5 z %  
>  j>  
Z  

> z  

z  
@ 7  

,  z  

= 7  

t  Z ±  
le  %  

= 7  _,  -  
5  
7  

5  
';;  . 5 %  
±-  7 >  

5  
>  

l %  5;  

E  =  
7  3  

7  

2  z[ :  %  
2 £  

rc  3 ;  g'= 
;Q 

le 7 
= .  ;ii:  
't  

0  

r  { =  
I  

>  j '  

=  z  
......  5   
IE  z  

>  

2  

';;  # ±  I?  z.  >  

5 ;  

%  

€ 7  �  
t 

I  

5  

£  I  
-  s }  5  

.  

£  

i 
>  

.  

5  
t  

j  
%  

%  
z  

  z  

z  ;  §  
;:I  

Xi  
4  7  

Z  r.  

•  
;  z  
t  ;  

z  �  z  

%  �  
z  

z  �  
t  �  
•  

�  
7  z  

7!  
z  z  

;  >  

?  
C  
2>  

2 ; � 
? - ;. 
z 

,0 

� � 
% £ 
,;, 

> 
z g 

> 
< 
z 
C, 

• 
> 
t 

5 
? 
> 

 3 
3 
> � 
5 
7 

< 
5 
+. 

= 
"'C 

r 

z 
z 

£ 

Dip inda i  dengan CamScanner 

1  

l  



Dip inda i  dengan CamScanner 
J 



I 4 r 

s 5 U 

• E il 

E £ it ££ 
3 

Ul 
F 

2 
5 

t l  
z  £  .4 

; 

! 
s ! 

1 ; 

j 

1 5 ui 

i zl 
i} 

5 # 

P £ 5 R 2 2 a  

i t  
5  5  j g  ~  £ e s 5  
Fl  i  ;  i '  
6  s  5 g  a  rj  t  ti  (  

5  I i : i ; 5  
�  

5 °  z  
i t ' i i ?  

z  e  =  ° g  
U  -  !  a  

5  i i 5 t 5 5  0  

3  i : 1  z  5 = i i  o  �  5 =  S ?  
?  

.  .  .  

.,. ;i e: I '" Ii· 1;i z r. p 

a, 

z 5 !  { f i  
t  gt =. ; 
0 ' i 
0 i s ~  g % 3  
3  g 5 z i g  
t  @ 5 @ g 5  ?  
>  �-'i .,. � l :p 
3 

g @  9  

? : i 5 5  5  0  

5  ± ± i s . '  co  

>  

t i  
o  

5  
5 8  B %  
s =  E  

i  +ft o 5 5  &  »  
0  g 5 E s  
2  @ = g %  

;  zs; 5  
= # i  t  o  5 +  g  

0  o  a    

?  5  c  �  �  0  I  
%  

"  5  
»  g=%  
3  { t ; ;  8  
o  g s  i  ....  

~  
5 g ?  5  

r i g # s  
i i i  

m  d  J  

Dip inda i  dengan CamScanner 



l 

.I 
i i 

% 
a z ; F 

3 

I � 
U 

: 7% 
s 

z • E 3 

5 co 

5 
J 0 

3 
z 

0 � » 
65 a 

i ii 
r6 
5 

5 
I E il 

j ! 

I 

! 
i 

' I 
r 

; 

! 
; 

I E 11 
6 

1 !! 
8 

3 F 
l 
I 

i ill 
.El 
. 

s 5 l 
c! 

z ; l I 

! 

1 i 
tl 

D i p i n d a i  d e n g a n  C a m S c a n n e r  



l 

2K 

3 g r 
r @ 0 

.) t 
- 

z > · z  <  'r  
0  ¢  @  

?  ~ >  ~. + 
z 5  .,,  2 s %  

4  

~ 
,,  g  f  

¢  is  "  
·  (  

•  
0  

2 . ±  
2  i»  er  3::  

0.  

o  £  2  -: ~  O  

5 
c»  =  2 z  

$ 8 =  
s 5  
z  z  
5 z  

�  
s  % 0  
E i s  

0  a  g  tr  
-j  Li  

5 "  to  (  

9 ±  7 ?  
a 5  

s 5 ~  LA  

o 6  
•  2>  

zr  2  = 3 z  
5  g 5 ;  
c  0  0  

G  

b '    
•  tr  5 ° z  

5  ~  
g  7°  5 3  @  

9  e  g  

g 5  g # z  
c  z  5  5 £  b i ?  

5 ° 5  
b  5  

V)  A  O  

-o  7  
c  

5  c:,  
3  

0  (  c  
pr  

-  a  

3  �  S E  &  

s  t  
�  ¢  

f  t  s  5  -  L  vi  

&  
U  
n  

5  £  
7  

Q  e  
2  @  >  ?  t 5  5  0  
g s  o  ?  •  t  

j  %  
c:,  

,,  

s  8  

°  3  �  
u  

3  00  9v  4  

g  5  3  V)  

£  a  ]  
•  2  »  

►  g  •  00  J  

s  c:  
G  

6  -  
3  5  

<  J  
e  o  
«  

p»  D  s  b  ?  
-  c  2  

(r  
r]  

3  
0  

po  3  n  

5  £  

6  -  5!'  
po  

7  c  

m  <  !!..  
c  pa  

G  2  
3  

s  0  

5  z. 
• 6 

'< 
po 2. 

::,-:: ~ � 8 
t 

3 # 
00 5 po 

.3 • s 

z 
0 

] 

5 
D 
a p 
• 

.¢ U  

• G  E  

°  o n  
= .£  

=  
s  D  
a =  

5 5  
. 

I  

!  u  
I  

R  

  I  0c  
R  

I  
•  

I  o  
�  
%  
•  
7  
0  

•  
=  0  
ij;'  

- 

.,,  -  
¢  

fu  •  
z 
;· 

• 
- ] 

3 
VI ..__, 

9 
5 

,, 
3 
5 
ti 

= 

£ 

' < .  

. 

z 

e 

? 
r9 

? } 
f 

c -u 
z 

$ -- 
.  7 

: 
•  j 

? 8  
: ·  

I>  
, 

+  
5  

,,:;.  
0  

r  o  
c  2  c....  

i a  

z  
p  

U  

r>  

TT  

Dip inda i  dengan CamScanner 


